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Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Akuntabilitas 
Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta 
untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 
Akuntabilitas Kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan Peraturan Presiden 
No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
sebagai acuan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik Snowball 
Sampling. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas 
yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum 
sepenuhnya berjalan secara optimal mulai dari Perencanaan Strategis, 
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta capaian Kinerja 
nya, adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja 
yaitu dokumen renstra dan IKU belum sepenuhnya di riviu secara berkala, 
indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja 
organisasi atasannya dan pengukuran kinerja belum dikembangkan 
menggunakan teknologi informasi yang ada serta terbatas nya ketersediaan 
anggaran yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
serta realisasi data kinerja yang susah untuk didapat, sehingga berdampak pada 
kinerja organisasi. 
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1.1 Latar Belakang  
Mulai tahun 1998-an, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang 
besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut 
ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan 
transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan good and 
clean governance dapat diinterprestasikan sebagai perwujudan indikator 
kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah 
lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan dalam beberapa tahun 
terakhir ini, di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahaan 
yang bersih. 
Pemerintah yang bersih atau Good Governvance ditandai dengan tiga pilar 
utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen 
dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu 
pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar 
semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta 
berpartisipasi secara efektif. Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan 
secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat 
dipertanggung jawabkan.  
Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah 





pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, 
misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas 
perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil 
yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan 
diandalkan. 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan 
kewajiban suatu instansi pemerintah (pusat atau daerah) yang bertujuan untuk 
mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.  Sesuai  Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu 
sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan 
akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja 
mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggung jawabkan 
kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam hal ini, 
pemerintah secara priodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan 
sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders yang dituangkan melalui 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Tujuan dilaksanakannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, 
dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 





Kota Pekanbaru yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana LKJIP tidak hanya sekedar alat 
akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri 
dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD 
dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. 
Sebagai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, dimana  Keleluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 
daerah dengan sendirinya menuntut adanya sinergi antara kinerja dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita 
pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), 
maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan. 
Banyak nya permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah yang 
berkaitan dengan kinerja organisasi membuat masyarakat menganggap bahwa 
organisasi sektor publik, atau pemerintah merupakan organisasi yang tidak 
produktif, tidak efesien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan 
kreativitas, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Sehingga hal tersebut 
menjadi sebuah dorongan atau acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk 
terus meningkatkan kinerja organisasi semaksimal mungkin agar 






Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon 
 
PENDIDIKAN PANGKAT ESELON 
JENJANG JUMLAH JENJANG JUMLAH JENJANG JUMLAH 
S2 8 IV.c 1 II.b 1 
S1 24 IV.b 3 III.a 1 
D3 4 IV.a 8 III.b 3 
D2 - III.d 8 IV.a 14 
SMA 9 III.c 10 Non Eselon 26 
SMP - III.b 3   
  III.a 4   
  II.d 3   
  II.c 2   
  II.b 3   
  II.a    
JUMLAH 45 JUMLAH 45 JUMLAH 45 
Sumber: Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai salah satu Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan dearah dibidang kebudayaan dan pariwisata, maka dalam hal ini 
setiap SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis yang memuat mulai dari 
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Dengan adanya proses perencanaan yang baik dapat menghasilkan program 
yang tepat dan terarah terutama dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif 
dan efesien serta sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kerja 
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Kategori 79,00 79,06 100,08 80,00 80,55 100,69 
RATA-RATA CAPAIAN 110,21 131,29 
Sumber: LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru pada tahun 2017 memperoleh nilai (50) dengan predikat “C” yang 
diinterpretasikan kurang, sedangkan pada tahun 2018 memperoleh nilai 52,87 
dengan predikat “CC” yang diinterprestasikan cukup, adapun rendahnya capaian 
akuntabilitas kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru disebabkan 
oleh kurangnya kelengkapan dokumen pendukung penilaian atas LAKIP tersebut, 
hal ini tentunya perlu menjadi perhatian mulai dari perencanaan kinerja, 





kedepannya target yang sudah dibuat dapat terealisikan dengan baik. Sedangkan 
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), tahun 2019 
mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai 69,92 yaitu predikat B, dalam 
hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus terus 
meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi nya agar kedepannya tujuan yang  
telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dapat terealisasi secara efektif dan 
efesien. 
Banyaknya kekurangan dan permasalahan yang terjadi menimbulkan 
masih rendahnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuktikan 
dengan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP. Untuk itu diperlukan 
pengkuran kinerja dengan cara membandingkan sasaran (target) dengan realisasi 
kinerja. Dengan demikian pelaksana akuntabilitas dituntut untuk memberikan 
informasi yang jelas kepada stakeholder atas aktivitas kinerja yang telah dicapai 
sesuai dengan tujuan dan sasaran pada setiap program yang dilaksanakan. 
Dalam Perpres No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi, disebutkan bahwa Untuk mewujudkan Good Governance pada setiap 
pemerintah daerah (Pemda ) dibutuhkan pembaharuan dan perubahan mendasar 
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan reformasi 
birokrasi dengan tujuan agar reformasi birokrasi yang ada pada kementrian atau 
lembaga negara dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efesien, terukur, 
konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. 
Banyaknya fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintah daerah, 





pada kinerja instansi pemerintah nya dimana yang sebagian besar kegiatannya 
dibiayai oleh dana publik. Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis 
dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru berdasarkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan tahun 2019. 
Tabel 1.3 
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Tahun 2019 
 
No Program / Kegiatan 
2018 2019 




















Capaian Kinerja dan 
Keuangan 





























1.070.886.46 657.234.050  61,37%  518.063.950 469.779.750 90,68% 
JUMLAH 5.675.618.792 4.047.412.685 71,31% 6.196.265.646 5.803.149.788 96,89% 
Sumber: LKJIP Disbudpar Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Tahun 2019 
Dilihat dari Tabel 1.3 berdasarkan APBD Disbudpar Kota Pekanbaru, 
menunjukan bahwa setiap tahunnya jumlah pendapatan yang diterima oleh 





tentunya dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efesien sehingga program dan 
kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun nyatanya hal 
tersebut belum terealisasi dengan baik dan benar dimana berdasarkan hasil 
laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Disbudpar Kota Pekanbaru masih 
ditemukannya kendala penyebab masih rendahnya tingkat keberhasilan/kegagalan 
dalam melaksanakan kegiatan dan program yang secara tidak langsung berdampak 
pada kinerja organisasi itu sendiri, akibatnya tujuan yang telah ditetapkan tidak 
dapat tealisasi secara efektif dan efesien. Selain itu masih dijumpai beberapa 
kendala lainnya salah satunya terkait dengan keterbatasan kesediaan anggaran 
yang secara tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya akuntabilitas 
kinerja Birokrasi yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru itu sendiri. 
Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS 
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA KOTA PEKANBARU”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka 
penulis dalam penelitian merumuskan masalah yaitu: 
1. Apakah Penyebab Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Pekanbaru? 
2. Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas 





1.3 Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian 
yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya Akuntabilitas Kinerja Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan Akuntabilitas 
Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat Menambah wawasan dan 
pengetahuan kepada semua pihak mengenai akuntabilitas kinerja. 
2. Sebagai bahan informasi dan acuan dalam melihat capaian kinerja yang 
ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru. 
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi penulis selanjutnya 
yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi 
semua pihak yang membutuhkannya.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa 
sub-sub sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang   





sebagai bahan penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II : KERANGKA TEORI 
  Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 
akuntabilitas kinerja organisasi yang nantinya dijadikan sebagai 
teori pendukung dan deskripsi teori pada bab ini. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
  Dalam bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu 
mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data serta analisis data. 
BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
  Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang Sejarah dan 
Kondisi Geografis Kota Pekanbaru, serta sejarah terbentuknya 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.  
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil 
penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.  
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 








2.1 Akuntabilitas  
2.1.1 Konsep Akuntabilitas  
Dalam defenisi tradisonal, akuntabilitas adalah istilah umum untuk 
menjelaskan sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah 
memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste:1991). Dalam pengertian 
luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah 
(agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 
Menurut Sedarmayanti (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk 
memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 
dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.  
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap 
unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. 
Menurut (Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013: 17), Akuntabilitas 





Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dipahami sebagai 
kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan 
kinerja dari organisasi. Berdasarkan definisi teoritis tersebut maka 
organisasi publik diharapkan untuk selalu mengomunikasikan fungsi dan 
kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat 
diketahui fungsi dari masing-masing organisasi dan dijadikan pijakan 
dalam menilai kinerja organisasi tersebut dengan meninjau sejauh mana 
fungsi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi. 
b. Pertanggungjawaban 
Dimensi ini merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau 
organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan 
hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas 
kinerja yang baik. Dimensi ini dipahami sebagai upaya untuk memberikan 
konsekuensi yang serius atas kelalaian organisasi publik dalam 
memberikan pelayanan atau dalam menyediakan barang publik. 
c. Pengendalian 
Dimensi ini merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara 
tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Dalam dimensi pengendalian, 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat 
memastikan bahwa organisasi publik tersebut tetap berjalan pada jalur 
yang semestinya. Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten 




tindih kewenangan, kebijakan, dan program antarorganisasi publik. 
Sebagai implikasinya maka kualitas koordinasi antarorganisasi publik 
dapat semakin meningkat. 
d. Tanggung Jawab  
Maksud dari dimensi ini adalah organisasi hendaknya dibatasi oleh 
aturan hukum yang berlaku. Pada sektor publik tentunya aturan kebijakan 
menjadi pengikat bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh 
karenanya, kepatuhan dalam penerapan hukum yang berlaku penting untuk 
dikedepankan. Penerapan aturan hukun yang konsisten akan membantu 
organisasi publik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan 
dihadapi dalam menjalankan aktivitas organisasi publik. Tentunya hal ini 
akan terlaksana konsisten jika tata dan kualitas aturan yang dijadikan 
pijakan dapat diandalkan dengan baik. 
e. Responsivitas 
Maksud dari dimensi ini adalah organisasi menaruh minat dan 
berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan 
yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Namun, ada 
yang penting untuk digarisbawahi dari dimensi ini yaitu betapa kita perlu 
menyadari bersama bahwa eksistensi organisasi publik pada prinsipnya 
adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang betuk konkretnya adalah 
menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan tepat dan efisien. 
Kehadiran organisasi pemerintah di tengah-tengah publik tentunya sangat 





2.2.1 Konsep Kinerja 
Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Menurut 
Abdul Halim (2002) kinerja dapat berarti suatu prestasi kerja dan proses 
penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Sedangkan menurut 
(Gibson,1988:179), Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku 
anggota organisasi. Dimana Hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku 
orang-orang yang ada di dalamnya disebut sebagai kinerja organisasi. 
Pada dasarnya kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. kinerja itu dapat terjadi tentu saja 
didasari oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya menurut Robert 
L.Mathis dan John H. Jackson (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja individu tenaga kerja yaitu kemampuan mereka, motivasi, dukungan 
ynag diterima, keberdaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan 
mereka dengan organisasi. 
Definisi lain dari kinerja Menurut Mulyadi (2007; 337) kinerja organisasi 
adalah keberhasilan personel, tim atau organisasi dalam mewujudkan sasaran 
strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. 
Kinerja (performance) menurut Daft (2010) adalah kemampuan untuk 
pencapaian tugas organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif 
dan efisien. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, 
seluruh kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi 




Kinerja didefinisikan sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan 
kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber 
daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengindikasikan bahwa untuk 
mencapai hasil kerja organisasi yang maksimal adalah dengan mengelola serta 
memanfaatkan sumber daya organisasi secara baik. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program 
yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kualitas dan kuantitas terukur. 
Menurut Mustopadjadja (2002:12), untuk menggambarkan capain yang 
diperoleh oleh suatu organisasi dibutuhkan suatu ukuran kuantitatif atau 
kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 
tujuan yang telah ditetapkan. Ia Menyebutkan ada beberapa jenis indikator 
yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu 
sebagai berikut: 
a. Masukan (Input) 
Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input 
sebagai langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah 
dimulai dari rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan 
pemerintah memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki 
kemampuan yan handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara 




b. Keluaran (Output) 
Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program dan kebijakan. Output ini merefleksikan bagaimana suatu 
organisasi dalam melihat kejelasan dan ketelitian pegawainya dalam 
melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana 
yang berhasil dilaksanakan. 
c. Hasil (Outcome) 
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegitan-kegiatan dalam suatu program. Dimana 
hasil dari suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil 
program kerja yang sesuai dengan sasaran dan tujuan. 
2.3 Akuntabilitas Kinerja  
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk  
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang 
memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabnnya tersebut 
(Mahsun: 2006).  
Definisi akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden No 29 Tahun 
2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 




telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun 
secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 
program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 
masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 
2.3.1 Indikator Akuntabilitas Kinerja 
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) meliputi: 
a. Perencanaan Strategis 
Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi 
untuk menentukan strategi atau arahan dalam memutuskan program-
program yang akan dilaksanakan oleh organisasi serta perkiraan jumlah 
sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang 
selama beberapa tahun kedepan. Dalam Perencanaan stratejik instansi 
pemerintah setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, 
kebijakan, dan program yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 
5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan 
memperhitungkan potensi yang ada. 
b. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan 




lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan 
APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh 
penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. 
Pengukuran kinerja memiliki empat elemen pokok penting, yaitu: 
1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. 
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 
4. Evaluasi kinerja (feadback, penilaian kemajuan organisasi, 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas) 
c. Pelaporan Kinerja 
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan 
kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran 
yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan 
Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan 
paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis 
instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan 
yang memadai atas pencapaian kinerja.  
d. Evaluasi Kinerja 
Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis 
untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 
Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti 
apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam 




perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang. 
Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil 
(outcomes), dan dampak (impacts) dari rencana pembangunan. 
e. Capaian Kinerja 
Capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pencapaian kinerja diukur 
dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang 
terdiri dari Input, Output, dan Outcome. Dituangkan dalam bentuk 
Laporan Kinerja yang berisi gambaran perwujudan dari akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah.  
 
2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif 
yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP). Penerapan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 
bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
Menurut LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2000) akuntabilitas kinerja 
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu 




meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian 
tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara 
di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus 
memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas 
yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan 
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 
Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah dengan masyarakat yang mana pemerintah merupakan pengguna 
anggaran dan pelaksana anggaran. Akuntabilitas tersebut di sesuaikan dengan 
apa yang telah dicapai pemerintah selama satu tahun anggaran. Dimana 
menurt Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan 
kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 
diamatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 
organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.    
2.4.1 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, 




a. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi 
pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 
akuntabel. 
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 
sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. 
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 
manfaat yang diperoleh. 
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator 
perubahan manajemen instansi pernerintah dalam bentuk pemutakhiran 
metode dan tekuik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan 
akuntabilitas. 
Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, tujuannya 
agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih 
efektif, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang 
mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan 
penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
2.4.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Sjahruddin Rasul menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi 




kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis kinerja adalah 
sebagai berikut: 
a. Penetapan perencanaan stratejik yang meliputi penetapan visi dan misi 
organisasi dan strategic performance objectives. 
b. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik yang telah 
ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. 
c. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), 
menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut. 
d. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut 
untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-
perubahan dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (fine-
tuning) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan 
penyelarasan yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan 
berulang lagi. 
Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan 
perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, 
dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian 
dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. 
Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin 
dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang 
bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini 




penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana 
kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam 
melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. 
Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam 
satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan 
digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu 
mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, 
dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian 
kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang 
meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut 
dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. 
Menurut Santoso (2013), penyusunan LAKIP kepada pihak yang berhak 
(secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:  
1. Pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi 
atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan. 
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah 
perbaikan, dalam mencapai efesiensi dan efektifitas pelaksana tugas pokok 
dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi. 






2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang mana 
didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari 
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 
dan pengukuran, pengukuran data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung 
jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 
Dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong 
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu 
prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan 
Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan dan dilaksanakan 
secara selaras sesuai dengan penyelenggaraan SAKIP yang meliputi Rencana 
strategis, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, 
Pelaporan kinerja, serta Evaluasi kinerja. Adapun sasaran sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah adalah: 
a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat 
beroperasi secara efesien, efekif dan responsive terhadap aspirasi 
masyarakat dan lingkungannya. 




c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional. 
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  
2.6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah 
dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan 
disampaikan secara sistematik (LAN:2003). LAKIP harus mampu menyajikan 
data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar kinerja yang dicapai 
oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang 
telah ditetapkan dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan atas 
pelaksanaan dari penggunaan anggaran yang telah diberikan.  
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun 
dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. 
Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja 
instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran  yang dikaitkan dengan proses 
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dimana instansi 
pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan 
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam 
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
LAKIP yang telah dibuat oleh instansi tersebut kemudian direviu oleh 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Fungsi dari reviu tersebut adalah dalam 




kepada walikota/bupati paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. LAKIP berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil 
yang dicapai dari program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 
APBN/APBD.  
 Selain dilakukan reviu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah juga 
melakukan evaluasi atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) dan/atau LAKIP. Dimana nantinya Walikota/Bupati 
menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Mentri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
 
2.7 Pandangan Islam  
Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada 
masyarakat (stakeholders) dalam tataran horizontal melainkan juga 
pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Islam Memiliki 
pandangan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang 
manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt 
karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan 
setiap manusia harus mempertanggangjawabkan apa yang telah dikerjakan 
atau diperbuat. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anfaal: 
ا اَٰمٰىتُِكْم َواَْوتُْم تَْعلَُمْىَن - ٧٢ ُسْىَل َوتَُخْىوُْىٰٓ َ َوالرَّ
 ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّزْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَُخْىوُىا ّللّاٰ
Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui.” 
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena 




pengetahuan berkomunikasi serta berinteraksi dengan lingkungan sosial. 
Sebagai makhluk sosial (homosocius) setiap manusia membutuhkan interaksi 
dan komunikasi dengan manusia lainnya agar fitrahnya sebagai makhluk 
sosial dapat berkembang dan tersalurkan. Oleh karena itu, manusia diberi 
kepercayaan (amanah) oleh sang pencipta untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 
Pelaksanaan pertanggung jawaban kepada sesama manusia diwujudkan 
dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, 
serta bentuk kecintaan kepada manusia untuk menilai kinerja seseorang 
terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam Surah An-Nisa ayat 58 yaitu sebagai berikut: 
ا   َ وِِعمَّ
ى اَْهلِهَۙا َواَِرا َحَكْمتُْم بَيَْه الىَّاِس اَْن تَْحُكُمْىا بِ اْلَعْذِل  اِنَّ ّللّاٰ
وا اَْلَٰمٰىِت اِٰلٰٓ َ يَأُْمُرُكْم اَْن تَُؤدُّ
اِنَّ ّللّاٰ
َ َكاَن َسِمْيًعۢا بَِصْيًرا - ٨٥  يَِعظُُكْم بِٖه  اِنَّ ّللّاٰ
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” 
 
Merujuk pada uraian diatas, terungkap bahwa sebagai kahlifah, manusia 
diberi amanat dan tanggung jawab. Dimana tanggung jawab itu dilakukan 
dalam bentuk perbuatan dan tindakan nyata didunia dan kelak dikemudian hari 
(diakhirat) akan dimintai pertanggung jawaban. Selain itu Allah Swt 
menyebutkan dalam (QS Al-Hasyr 59:18) “Hai orang-orang yang beriman, 




(mengevaluasi) apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. Secara sederhana, apabila pengertian tersebut diturunkan 
kedalam pengertian yang terkait dengan kajian ini, akuntabilitas merupakan 
pertanggung jawaban dari sisi pelaku internal (diri) seseorang kepada 
tuhannya. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami sebagai suatu kesadaran fitrah 
manusia sebagai khalifah fil ard. Sebagai akibatnya, manusia akan 
menempatkan tuhan sebagai principal tertinggi. 
 
2.8 Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, 
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan 
penelitian. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan 






Judul Tujuan Hasil Penelitian 











   Adapun tujuan dari 







Adapun hasil dari 
penelitian ini adalah  
bahwa pemahaman 
































Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
permasalahan yang terjadi 
dalam akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah serta solusi 
yang dipakai dalam 
mengatasi permasalahan 
yang terjadi. Jenis 
penelitian ini adalah 
kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. 
Adapun hasil dari 
penelitian menunjukan 
bahwa masih banyak 
SKPD yang belum 
memahami kosep 
akuntabilitas kinerja, 




kinerjanya dengan baik 



























kepada pihak-pihak yang 
memberi amanat. Jenis 
penelitian yang 
digunakan adalah 
deskriptif dengan motode 
kualitatif 
Adapun hasil dari 




Kabupaten Kubu Raya 
sudah mampu dalam  
merealisasikan target-

























Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah 
untuk mengetahui analisis 
penerapan akuntabilitas 
kinerja pemerintah daerah 
di kabupaten siak dan 
untuk mengetahui upaya 
yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah 
kabupaten siak dalam 
mencapai prestasi 
 Adapun hasil dari 




daerah yang ada di 
kabupaten siak sudah 
menunjukan hasil yang 
maksimal melalui 
upaya yang telah ada 












kabupaten siak masih 
perlu untuk melakukan 
peningkatan kualitas 
evaluasi akuntabilitas 
kinerja terhadap OPD, 




dengan mengacu pada 
penyempurnaan tujuan 
dan sasaran.  












Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah 
untuk mengetahui laporan 
akuntabilitas kinerja pada 
dinas pariwisata dan seni 
budaya kabupaten oku 
timur. 




Pariwisata Dan Seni 
Budaya Kabupaten 
Oku Timur Tahun 
2015 telah disajikan 





Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2010 
 
2.9 Defenisi Konsep 
Menurut Singarimbun dan Effendi (2009) menjelaskan bahwasannya 
Defenisi Konsep memiliki arti dari generalisasi yang berdasarkan dari 
sekelompok fenomena tertentu, yang mana dapat dipergunakan untuk 
melukiskan berbagi fenomena yang sama.  
Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 
batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan 




1. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas tindakan dan 
keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik 
kepada pihak yang memiliki kepentingan (Stakeholder) serta 
masyarakat. 
2. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang terdapat dalam perencanaan strategis suatu 
organisasi. 
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi 
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban 
secara periodik. Berikut adalah komponen penilaian dalam SAKIP 
berdasarkan Perpres No.29 Tahun 2014: 
a. Perencanaan Strategis adalah proses perencanaan jangka panjang 
yang dirumuskan, yang digunakan untuk menentukan dan 
mencapai sasaran organisasi. 
b. Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian yang digunakan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi pada setiap tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan. 
c. Pelaporan Kinerja adalah laporan hasil pelaksanaan suatu kegiatan 




disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan atas 
penggunaan anggaran. 
d. Evaluasi Kinerja adalah penilaian kinerja suatu organisasi dengan 
membandingkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-
masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 
e. Capaian Kinerja adalah hasil kinerja yang diperoleh atas setiap 
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. 
2.10 Konsep Operasional 
Menurut Siangarimbun  (2006:46 ) defenisi konsep operasioal merupakan 
suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini 
dapat diketahui apa saja yang diketahui sebagai sebagai pendukungnya untuk 
dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi konsep operasional 














a. Setiap entitas Akuntabilitas 
Kinerja Menyusun Rencana 
Kerja dan Anggran yang 




a. Membandingkan realisasi 
Kinerja dengan Sasaran 
(target) Kinerja. 
b. Membandingkan realisasi 
Kinerja Program sampai 
dengan tahun berjalan 
dengan Sasaran (target) 
Kinerja 5 (lima) tahunan 
yang direncanakan dalam 






a. Setiap entitas Akuntabilitas 
Kinerja menyusun dan 
menyajikan Laporan Kinerja 
atas prestasi kerja yang 
dicapai berdasarkan 




a. Laporan evaluasi Kinerja 
atas implementasi SAKIP 
disampaikan oleh Aparat 
Pengawasan Internal 
Pemerintah kepada Menteri 
/Pimpinan Lembaga/ 





























ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS 
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA 
PEKANBARU 
 PASAL 5 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 29 TAHUN 2014 
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
1. PERENCANAAN STRATEGIS 
2. PENGUKURAN KINERJA  
3. PELAPORAN KINERJA 
4. EVALUASI KINERJA 
5. CAPAIAN KINERJA 
TERCAPAINYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 







3.1 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Arifin Ahmad, Tengkerang Barat, 
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan 
penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru, Karena peneliti tertarik untuk mencari tau bagaimana 
akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota 
pekanbaru serta apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota 
pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai November  
2021.  
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan satu variabel mandiri tanpa 
membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel yang lainnya. Menurut Sugiyono (2005:1) metode penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana 




dilakukasecara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
3.2.2 Sumber Data 
Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 
penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari 
objek penlitian. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang 
sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil 
penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan 
dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari, 
Sumber Data Primer dan Sumber Data Skunder. (Purhantara, 2010:79). 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi 
langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah 
ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun data primer yang diperoleh 
peneliti yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 
penelitian mengenai masalah Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, 




diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 
buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002:58). Data sekunder merupakan  
pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang 
sesuai yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data 
sekunder ini diperoleh melalui catatan yang dimilki oleh instansi 
seperti media internet, struktur organisasi, serta berbagai literatur-
literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian 
ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari website resmi 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono:2013). Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan 
data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang 
dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang berkenan dengan rumusan masalah yang 
telah ditetapkan. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua 
orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya 
jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau 






Dokumentasi yaitu teknik non interaksi yang dilakukan oleh si 
peneliti agar data yang diperoleh semangkin kuat. Dokumentasi yaitu 
pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis  yang diterbitkan oleh 
lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, 
peraturan-peraturan, gambar dan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun 
dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). Dokumentasi juga merupakan 
catatan  peristiwa pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto dan gambar 
sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian pada Dinas Kebudayaan Kota 
Pekanbaru.  
3.4 Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 
memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Andi, 
2010:147). Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 
dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan 
diteliti (Moleong, 2015:163). Jadi dapat disimpulkan bahwa informan 
penelitian adalah yaitu seseorang yang menjadi narasumber yang mengetahui 
dan memahami informasi tentang objek penelitian. Adapun Informan dalam 









No Nama Jabatan 
1 Dr. H. Nurfaisal., M.Pd Kepala Dinas  
2 Ardiansyah Eka Putra. S.STP. M.Si Sekretaris 
3 Aisyah Noviyanti S.P Kasubag Program 
4 Yessi Etmiza, S.Sos. M.T Analisis Rencana Program dan 
Kegiatan  pada Sub Bagian 
Program  
5 Aulia Khusnunnisa, SE.Ak Kasubag Keuangan 
 
Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah teknik Snowball Sampling, Menurut sugiyono (2014) 
snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula 
jumlahnya kecil, kemudian membesar. Maksudnya adalah Metode Snowball 
Sampling (bola salju) adalah metode sampel dimana sampel diperoleh melalui 
proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya dalam 
organisasi tertentu. Adapun alasan peneliti menggunakan snowball sampling  
pada penelitian karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya 
menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa 
belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data 
tersebut. 
3.5 Metode Analisa Data 
Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah 
karena dengan adanya analisis data tersebut dapat berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian (suharsimi, Arikunto, 2010:278). Analisis 
data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam 




yang telah didapatkan (Sugiyono 2014:60). Adapun tujuan dari analisis data 
adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan 
perumusan masalah. Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif Kualitatiif (menggambarkan 
dan memaparkan) Akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan 
pariwisata kota pekanbaru. 
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data 
menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:  
1. Reduksi Data  
Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan 
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung 
terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 
finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
2. Penyajian Data  
Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 
lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa 




tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti 
telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan 
permasalahan dan keadaan yang terdapat pada obyek penelitian. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai 
dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan 
kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan 
penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan 
dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang 
pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang 
mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian 
perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang 
kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai 
Siak. 
Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 
Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 
Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 
berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut 
terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak 
berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh 
putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan 
sekarang. 
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 
Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 




menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota 
Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai 
populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari 
disebut PEKANBARU. 
 Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 
mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut : 
1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 
19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang 
disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri 
dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. 
2. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 
disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. 
4. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 
5. UU No.8 tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
6. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 
Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. 
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. 
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 





4.1.1 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 
Visi 
Visi Kota Pekanbaru 2012-2017 adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru 
Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani” 
Misi 
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, 
Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi. 
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 
Masyarakat Berbudaya Melayu. 
3. Mewujudkan Tata Kelola Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur Yang 
Baik. 
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan 
dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, Yaitu Jasa, 
Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE). 
5. Mewujudkan Lingkungan Perkantoran Yang Layak Huni (Liveable 
City) dan Ramah Lingkungan (Green City). 
4.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 
0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut 
berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan 
bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 




Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan 
luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².  
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
menigkatnya kegiatan penduduk disegala bidang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 
penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk 
lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup 
luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru 
No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru 
dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru 
berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: 
1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat 
ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, 
Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sogo, Senapelan, Limau, 
Tamban dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan 





Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 
20,2º C - 23,0º C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan 
keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bukan Januari s/d April 
dan September s/d Desember sedangkan Musim Kemarau jatuh pada bulan 
Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. 
Kelembapan minimum antara 46% - 62%. 
4.2 Sejarah Terbentuknya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru 
Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 
Tahun 1994, Tentang pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Ditetapkan pada tanggal 16 
November 1994, dengan nama Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II 
pekanbaru; pada masa walikota kepala daerah tingkat II pekanbaru, H Oesman 
Effendi Apan, SH. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksanaan pemerintahan 
di Daerah Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 
melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggung jawab kepada walikota 
kepala daerah. 
Tahun 2001 mengalami perubahan melalui peraturan daerah Kota 
Pekanbaru 4 Tahun 2001, tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata 
kerja dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru 7 Tahun 2001, 




pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan 
pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei  2001, oleh 
Walikota Pekanbaru, H.Oesman Effendi Apan, SH.  
Selanjutnya pada tahun 2008, susunan organisasi, kedudukan dan tugas 
pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami 
perubahan berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 
2008, tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok 
dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada 
Tanggal 31 Juli 2008, oleh Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, 
MM, dengan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru adalah: 
1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
2. Sekretaris: 
a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan. 
b. Sub Bagian Keuangan. 
c. Sub Bagian Penyusunan Program. 
3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya: 
a. Seksi Kesenian. 
b. Seksi Nilai-Nilai Budaya. 
c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. 
4. Bidang Pengembangan Pemasaran: 
a. Seksi Promosi. 




c. Seksi Informasi dan Dokumentasi. 
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata: 
a. Seksi Jasa Pariwisata. 
b. Seksi Rekreasi dan Hiburan. 
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata. 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Selanjutnya pada tahun 2013, susunan organisasi, kedudukan dan tugas 
pokok dinas, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami penyesuaian 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2013, tentang 
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 8 Tahun 2008, tentang 
pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di 
lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada Tanggal 16 
Desember 2013, oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, dimana peraturan daerah 
ini masih berlaku sampai saat ini. 
4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 167 Tahun 2018, tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Walikota 
tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu 




Ekonomi Kreatif, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki tugas 
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan dan 
pariwisata. Sedangkan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru yaitu, Merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, 
kebudayaan dan perfiliman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, 
pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya disekitar 
wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan 
pariwisata dan budaya.  
a. Kedudukan  
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. 
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 




6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang.  
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 
b. Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
Kepala  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  mempunyai  tugas 
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan   kebijakan   nasional   maupun   provinsi   dan 
penetapan serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru
 dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan 
pariwisata. 
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayan dan 
pariwisata. 





d. perumusan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
2. Sekretaris  
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja kesektretariatan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan dan pengordinasian rencana kerja Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata. 
b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 
pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 
c. penyusunan dan pengkoordinasian administrasi umum dan 
kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta 
penyusunan program. 
d. pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan 
berhalangan atau tidak berada di tempat. 
e. penyusunan dan pengkoordinasian pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara serta keprotokolan. 
f. penyusunan dan pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan 




g. Penyusunan dan pengkoordinasian serta pembinaan pemeliharaan 
kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, 
kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor. 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Sub Bagian Umum 
Kepala sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dan fasilitasi pengelolaan 
kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga 
serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan 
penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundangundangan, 
dokumentasi serta pengolahan data dan informasi bidang umum 
dan kepegawaian. 
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan keprotokolan, 
koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta 
pelayanan hubungan masyarakat. 
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan 





e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan perjalanan 
dinas dan operasional rumah tangga dinas. 
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan pengelolaan 
barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan 
Barang Milik Daerah (BMD). 
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengurusan 
penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 
h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengoordinasian 
kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman 
kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas. 
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengolahan data 
pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, menyusun Daftar 
Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan 
penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Sub Bagian Keuangan  
Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 





a.  penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi urusan keuangan dan 
penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi serta 
meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembuatan Surat 
Perintah Membayar (SPM). 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi serta verifikasi harian 
atas  atas penerimaan/pengeluaran. 
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi verifikasi Laporan 
Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
Pengeluaran. 
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi sistem akutansi dan 
penyiapan laporan keuangan serta pengelolaan aset. 
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penatausahaan aset 
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyimpanan dokumen 
dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan. 
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





 Sub Bagian Program 
Kepala sub bagian program mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi program kerja Sub 
Bagian Penyusunan Program berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana 
dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan 
(RKT), Penetapan Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja, Renstra, 
Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan. 
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data dan 
informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan 
prasarana. 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengendalian 
dan pelaporan. 
e. penyiapan bahan dan menghimpun petunjuk teknis yang 
berhubungan dengan penyusunan program. 
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Renstra, 
Renja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan 
dinas. 




h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak 
lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan 
pengawasan lainnya. 
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya 
Bidang   Pembinaan   Seni   dan   Budaya   mempunyai   tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
pembinaan seni dan budaya. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
perumusan pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian 
nilai nilai budaya, kesenian daerah serta sejarah dan kepurbakalaan. 
b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
perumusan   pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian, sejarah 
dan   kepurbakalaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan 
kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari 
atau ke mancanegara. 
c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 




danpemberian bantuan serta penghargaan dalam mendorong 
peningkatan, produksi, kreasi, kesejahteraan, pemasaran dan  
penanaman  nilai  budaya  dan  kesenian daerah, sejarah dan 
kepurbakalaan. 
d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan 
lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberian Nomor Induk 
Kesenian di daerah. 
e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
perumusan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian, kebudayaan dan 
sejarah kepurbakalaan. 
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Kesenian 
Seksi  Kesenian  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Bidang 
Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub urusan kesenian. 
Seksi   Kesenian   dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana dimaksud 




a. penyiapan  bahan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  kerja dengan 
cara merinci dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan pada hari-hari 
mendatang. 
b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan, pengakijian, 
pengembangan, pemantauan, pengwasan dan pengendalian kesenian. 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi lembaga/kelompok 
perorangan kesenian dan pemberian Nomor Induk Kesenian di daerah. 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan 
kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
e. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam 
kegiatan kesenian dan kebudayaan. 
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi perumusan dan 
pelaksanaan pagelaran seni secara reguler. 
g. penyiapan  bahan  dan  pelaksanaan  fasilitasi  event–event kesenian 
dalam kota, luar kota dan luar negeri. 
h. penyiapan  bahan  pelaksanaan  pengendalian,  pengawasan dan 
pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. 
i. penyiapan  bahan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  kerja dengan 





j. penyiapan bahan dan elaksanaan fasilitasi pemberian anugerah atau  
penghargaan kepada seniman atau budayawan dalam usaha 
peningkatan mutu kesenian dan penghargaan dalam sebuah karya. 
k. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dibidang 
tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah 
kebijaksanaan yang diambil guna memecahkan masalah. 
l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan data 
di bidang seni dan budaya. 
m. penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 
bidang seni dan budaya. 
n. pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan terhadap perkembangan seni 
dan budaya dari pengaruh budaya asing. 
o. penyiapan bahan dan pelaksanaan workshop atau pelatihan ke 
lembaga-lembaga seni. 
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Nilai-Nilai Budaya 
Seksi Nilai-Nilai Budaya mempunyai tugas membantu Kepala 
Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub urusan 
nilai-nilai budaya. Seksi Nilai-Nilai Budaya dalam melaksanakan tugas 




a. penyiapan  bahan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  kerja dengan  
cara  merinci  dan  menjadwalkan  kegiatan-kegiatan pada hari-hari 
mendatang. 
b. penyiapan  bahan  dan  pelaksanaan  petunjuk  tentang pembatasan   
nilai-nilai budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan 
Bangsa dan Negara. 
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penggalian, 
pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya di daerah. 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan usaha-usaha 
ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 
e. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang 
tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah 
kebijaksanaan  yang  diambil  guna  memecahkan masalah. 
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dalam langkah pelaksanaan 
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penghimpunan, 
pengelolaan dan penyajian data nilai-nilai di daerah. 
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan koordinasi dengan 
instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan perumusan 
petunjuk teknis dalam kegiatan pelestarian nilai nilai budaya 
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, 




j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 
         Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan sub 
urusan sejarah dan kepurbakalaan. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 
dalam melaksanakan, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  kerja dengan  
cara  merinci  dan  menjadwalkan  kegiatan-kegiatan pada hari-hari 
mendatang. 
b. penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan 
jumlah peralatan kerja yang diperlukan, 
c. penyiapan  bahan   dan  melaksanakan registrasi dan pendataan nilai-
nilai sejarah  dan  kepurbakalaan  daerah sebagai objek wisata. 
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemantauan, pengawasan, 
pengendalian, dan pengembangan serta pelestarian sejarah dan 
kepurbakalaan. 
e. penyiapan bahan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dan   
pendokumentasian dibidang sejarah dan kepurbakalaan serta museum. 
f. penyiapan bahan dan  pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan benda-




g. penyiapan  bahan  dan  pelaksanaan  fasilitasi  pengelolaan museum 
secara professional serta standarisasinya. 
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan 
penambahan koleksi benda-benda sejarah  dan cagar budaya serta 
perawatannya. 
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pemantauan, pengawasan, 
pengendalian, dan pengembangan di bidang permuseuman. 
j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengendalian, 
pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang 
tugasnya. 
k. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di bidang 
tugasnya, inventarisasi masalah yang dihadapi dan langkah 
kebijaksanaan  yang  diambil  guna  memecahkan masalah. 
l. penyiapan  bahan  dan  pelaksanaan  fasilitasi  peningkatan usaha-
usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 
m. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pengawasan dan 
pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. 
n. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi workshop atau pelatihan di 
bidang sejarah dan kepurbakalaan. 
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 






d. Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif 
         Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
promosi pemasaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Bidang   
Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif  dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dab 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja dengan instansi dan unit 
kerja terkait pembinaan dan penyusunan pelaksanaan promosi dan 
pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi 
kreatif. 
b. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha promosi dan pemasaran, 
pengembangan ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi kreatif. 
c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha promosi dan pemasaran, pengembangan 
ekonomi kreatif dan kerjasama ekonomi kreatif. 
d. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 




kerjasama ekonomi kreatif kepada lembaga, instansi dan masyarakat 
serta menyiapkan bahan-bahan, pedoman bidang promosi pemasaran 
kepariwisataan, dan ekonomi kreatif. 
e. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pembinaan dan 
penyusunan pelaksanaan tugas serta penyiapan bahan petunjuk dan 
pengolahan data promosi pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif, 
kerjasama ekonomi kreatif. 
f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bahan pelatihan, 
sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengembangan, usaha 
kepariwisataaan berbasis  ekonomi kreatif. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Promosi dan Pemasaran 
Seksi  Promosi  dan  Pemasaran  mempunyai  tugas  membantu 
Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam 
melaksanakan sub urusan promosi dan pemasaran. Seksi  Promosi  dan  
Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  dan fasilitasi  perencanaan  dan  program kegiatan 




b. penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
c. penyiapan dan penyusunan  bahan  evaluasi  pelaksanaan tugas agar 
dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan 
telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur 
keberhasilan tugas. 
d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam 
penyusunan kebijaksanaan program dan prosedur kerja, pencatatan 
hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
e. penyiapan  bahan  kerjasama  dengan  instansi  pemerintah maupun 
swasta dalam memajukan sarana  promosi, pemasaran dan ekonomi 
kreatif. 
f. penyusunan   dan   pelaksanaan   penyiapan   bahan-bahan promosi, 
pemasaran dan  ekonomi kreatif. 
g. Penyusunan dan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data 
promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif. 
h. penyusunan dan pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan 
pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kegiatan 
promosi, pemasaran dan ekonomi kreatif. 
i. penyusunan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- 
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 




j. penyusunan  dan  pelaksanaan  peningkatan  usaha-usaha kearah   
yang   dapat   memantapkan   kegiatan   dibidang tugasnya. 
k. penyusunan dan pelaksanaan pengendalian pengawasan dan 
pembinaan terhadap   semua   upaya   kegiatan   dibidang 
tugasnya. 
l. penyusunan dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan di 
bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan 
dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang 
diambil guna pemecahan masalah. 
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif 
dalam   melaksanakan sub urusan pengembangan ekonomi kreatif. Seksi 
Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  dan  fasilitasi  perencanaan  dan  program 
kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif. 
b. penyiapan  dan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  kerja dengan 




c. penyusunan  dan  penyiapan  bahan  laporan  hasil  evaluasi 
pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan 
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja. 
d. penyusunan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh 
kepala   bidang dalam penyusunan kebijaksanaan program dan 
prosedur kerja,   pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan 
di bidang tugasnya. 
e. penyusunan, pelaksanaan dan penyiapan bahan pembimbingan, 
penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan berbasis 
ekonomi kreatif. 
f. penyusunan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan- 
permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta 
menyiapkan bahan petunjuk, pemecahan masalah. 
g. penyiapan bahan-bahandalam pelaksanaan koordinasi antar 
lembaga, instansi dan pelaku usaha kepariwisataan dalam 
pengembangan ekonomi kreatif. 
h. penyusunan dan pengkoordinasian    dalam    usaha pengembangan 
ekonomi  kreatif  terhadap pemantapan kegiatan di bidang tugasnya. 
i. Penyusunan dan pelaksanaan laporan kegiatan dibidang tugasnya 
dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 





j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif 
Seksi Kerjasama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dalam 
melaksanakan sub urusan kerjasama ekonomi kreatif. Seksi Kerjasama 
Ekonomi Kreatif  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  dan  fasilitasi  perencanaan  dan  program 
kegiatan seksi kerjasama ekonomi kreatif. 
b. Penyiapan dan pelaksanaan penyusunan  rencana  kerja dengan cara 
merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
c. penyusunan  dan  pelaksanaan  rencana  kerja  dengan  cara merinci 
dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
d. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi tugas agar dapat diketahui 
hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan rencana kerja. 
e. penyusunan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang 
diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, 
program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja pertunjukan 




f. penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerjasama 
ekonomi kreatif pada lembaga, instansi dan pelaku kepariwisataan 
berbasis ekonomi kreatif. 
g. Penyusunan dan pengkoordinasian dalam peningkatan kerjasama 
antar lembaga, instansi dan pelaku kepariwisataan berbasis ekonomi 
kreatif. 
h. penyusunan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kerjasama 
ekonomi kreatif dalam memantapkan kegiatan dibidang tugasnya. 
i. penyusunan  dan  pelaksanaan  laporan  kegiatan  dibidang 
tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 
masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil 
guna pemecahan masalah. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata 
           Bidang  Destinasi  dan  Industri  Pariwisata  mempunyai  tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
destinasi dan  industri pariwisata. Bidang destinasi dan industri pariwisata 
dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait 




b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pemantauan 
dan pengawasan serta evaluasi kegiatan usaha kepariwisataan dan 
memantau penetapan retribusi izin. 
c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instasi dan unit kerja terkait perumusan 
tenaga kerja dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan 
destinasi dan industri pariwisata. 
d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perumusan 
penyusunan dan pengendalian kegiatan usaha- usaha 
kepariwisataan baik teknis maupun non teknis. 
e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait evaluasi 
sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata. 
f. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama 
dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan sarana dan 
prasarana kepariwisataan, PHRI, ASITA, dan asosiasi lainnya. 
g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan 
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait evaluasi 
peningkatan usaha-usaha di bidang kepariwisataan serta teknis 




h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Pengembangan Industri Pariwisata 
        Seksi  Pengembangan  Industri  Pariwisata  mempunyai  tugas 
membantu kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam 
melaksanakan sub urusan industri pariwisata. Seksi Pengembangan 
Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan rencana kerja usaha 
pengembangan industri pariwisata. 
b. Penyiapan bahan untuk pengembangan usaha industri pariwisata. 
c. Penyiapan bahan untuk sosialisasi  standarisasi  produk usaha 
industri pariwisata. 
d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dan 
pengendalian   kegiatan   usaha   industri   pariwisata, akomodasi, 
rumah makan dan BAR dilingkungan kawasan industri pariwisata. 
e. pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat 
memantapkan kegiatan dibidang tugasnya. 
f. pelaksanaan  pembinaan  dan  pelatihan  terhadap  usaha 
pengembangan industri pariwisata. 
g. pelaksanaan  dan  penyiapan  bahan  penyusunan  petunjuk teknis 
kegiatan usaha pengembangan industri pariwisata, lingkungan 




h. pelaksanaan  penyiapan  bahan  koordinasi  dengan  stake holder 
usaha pengembangan industri pariwisata. 
i. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya 
dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan masalah 
yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna 
pemecahan masalah. 
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata 
         Seksi  Pengembangan  Daya  Tarik  Wisata  mempunyai  tugas 
membantu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam 
melaksanakan sub urusan pengembangan Daya Tarik Wisata. Seksi 
Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dengan merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari 
mendatang. 
b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan 
pengawasan,  pengendalian  kegiatan  usaha-usaha dibidang 
pengembangan daya tarik wisata. 
c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan kegiatan dibidang 




masalah yang dihadapi, dan langkah kebijaksanaan yang diambil 
guna pemecahan masalah. 
d. penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalaian 
kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata. 
e. Pelaksanaan fasilitas inventarisasi permasalahan-permasalahan 
yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapakan 
bahan pemecahan masalah dibidang pengembangan daya tarik 
wisata. 
f. pelaksanaan  fasilitasi  peningkatan  usaha-usaha  ke  arah yang 
dapat memantapakan kegiatan di bidang tugasnya. 
g. pelaksanaan  pengendalian,  pengawasan, dan pembinaan terhadap 
semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. 
h. penyiapan bahan jadwal  pementasan atau kegiatan seni dan 
budaya. 
i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan event-event kepariwisataan. 
j. Pelaksaaan fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan  
dalam pengembangan daya tarik wisata. 
k. pelaksanaan fasilitasi evaluasi pelaksanaan tugas-tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan  yang dilaksanakan telah 
sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur. 
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 





 Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata 
Seksi Pengembangan  Kawasan  Pariwisata  mempunyai  tugas 
membantu kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam 
melaksanakan sub urusan pengembangan Kawasan Pariwisata. Seksi 
Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud  menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari 
mendatang. 
b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar  dapat diketahui hasil 
yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 
rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas. 
c. Penyiapan penyusunan dan petunjuk teknis kegiatan 
pengembangan kawasan pariwisata. 
d. penyiapan  bahan  laporan  kegiatan  di  bidang  tugasnya dengan 
cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 
dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan 
masalah. 
e. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data sarana dan 
prasarana pariwisata. 
f. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan 





g. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemantauan 
tata kelola destinasi wisata. 
h. pelaksanaan,  pengendalian dan pengkoordinasian dan pemantauan 
pengelolaan destinasi pariwisata. 
i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah. 
j. pelaksanaan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat 
memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 
k. melakukan   kerjasama   dengan   pihak   swasta/kemitraan dalam 
pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan. 
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
f. Bidang Sumber Daya Pariwisata 
           Bidang sumber daya pariwisata mempunyai tugas membantu 
sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya 
pariwisata. Bidang sumber daya pariwisatandalam melaksankan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan 
program di  bidang Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata, 





b. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Agenda Program dan 
Kegiatan di bidang Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata, 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan 
Kelembagaan Pariwisata. 
c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Juklak Penyajian 
Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. 
d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Rapat koordinasi dan 
sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program 
hubungan Kelembagaan Pariwisata. 
e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan Pelatihan Teknis 
Kepariwisataan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia 
Pariwisata. 
f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi  dan pelaporan 
kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. 
g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan 
pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait 
hubungan Kelembagaan Pariwisata. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata 
Seksi  Informasi  dan  Pengkajian  Data  Pariwisata  mempunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam 




Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata dalam melaksanakan tugas  
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  dan  fasilitasi  perencanaan  dan  program 
kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. 
b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Agenda Program dan 
kegiatan Seksi Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. 
c. penyiapan bahan dan fasilitasi Juklak Penyajian Informasi dan 
Pengkajian Data Pariwisata. 
d. pelaksanaan fasilitasi evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi 
Informasi dan Pengkajian Data Pariwisata. 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 
          Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai 
tugas  membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam 
melaksanakan sub urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pariwisata. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan dan program kegiatan 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. 
b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan agenda program dan 




c. pelaksanaan fasilitasi Pelatihan Teknis Kepariwisataan. 
d. pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya 
Manusia Pariwisata. 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata 
        Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dalam melaksanakan 
sub Hubungan Kelembagaan Pariwisata. Seksi Hubungan Kelembagaan 
Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan  bahan  dan fasilitasi  perencanaan dan program kegiatan 
Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata. 
b. penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan agenda program dan 
kegiatan Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata. 
c. pelaksanaan fasilitasi Rapat koordinasi dan sinkronisasi 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan 
Kelembagaan Pariwisata. 
d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua 
pemangku kepentingan terkait hubungan Kelembagaan Pariwisata. 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 





g. Unit Pelaksana Teknis 
a. Unit pelaksana teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tersebut. 
b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 
klasifikasi, yaitu: 
1. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar 
2. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil 
c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan 
perundang-undangan. 
b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 




d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
Visi 
“Tewujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, 
Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera 
Yang Berlandaskan Iman Dan Taqwa” 
Misi 
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, 
Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi. 
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 
Masyarakat Berbudaya Melayu. 
3. Mewujudkan Tata Kelola Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur Yang 
Baik. 
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan 
dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan, Yaitu Jasa, 
Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE). 
5. Mewujudkan Lingkungan Perkantoran Yang Layak Huni (Liveable 






4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Pekanbaru 
Gambar 4.1 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN 
























Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan, dilihat dari hasil 
penelitian yang didapat berdasarkan dengan Indikator yang digunakan 
menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 29 Tahun 2014 
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 
menunjukan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas yang ada pada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan 
secara optimal mulai dari Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta capaian Kinerja nya, hal ini tentunya 
menuntut dinas kebudayaan dan pariwisata untuk kedepannya terus 
melakukan perbaikan pada setiap program dan kegiatan yang ada agar dapat 
mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
dalam Renstra serta idikator kinerja utama (IKU) yang termuat dalam 
dokumen RPJMD. 
 Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja 
yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru berdasarkan 
dokumen laporan hasil evaluasi AKIP Disbudpar tahun 2018 dan 2019 




secara berkala, indikator kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada 
IKU unit kerja organisasi atasannya dan pengukuran kinerja belum 
dikembangkan menggunakan teknologi informasi yang ada serta terbatas nya 
ketersediaan anggaran yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru serta realisasi data kinerja yang susah untuk didapat, sehingga 
berdampak pada kinerja organisasi. 
6.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru, maka peneliti dapat memberi sasaran dan masukan agar 
kedepannya kinerja yang dihasilkan dapat lebih baik lagi. 
1. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang ada 
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
2. Perlu adanya Peningkatan Kinerja pada masing-masing sub bagian serta 
perlunya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap 
indikator kinerja yang telah ditetapkan agar setiap program dan sasaran 
yang ditargetkan bisa sesuai dengan yang diharapkan.  
3. Perlunya mengoptimalkan anggaran yang ada untuk terealisasinya capaian 
kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang 
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ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN 
PARIWISATA KOTA PEKANBARU 
Pertanyaan Terkait Dengan Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah 
A. Perencanaan Strategis 
1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam menyusun 
Rencana Strategis Untuk 5 tahun kerja? 
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami dalam menyusun Rencana 
Strategis? 
3. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah dibuat? 
4. Bagaimana strategi Dinas Disbudpar dalam meningkatkan kepariwisataan yang 
ada di kota pekanbaru? 
B. Pengukuran Kinerja  
1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengukur 
kinerja organisasi terutama dalam merealisasikan pekerjaan? 
2. Apakah sasaran (target) yang dibuat sudah sesuai dengan realisasi kinerja yang 
dilakukan? 
3. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam 
membandingkan realisasi kinerja untuk membuat rencana strategis selanjutnya? 
C. Pelaporan Kinerja  
1. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam 
melaporkan hasil kinerjanya? 
2. Dari mana saja sumber anggaran yang didapat oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Pekanbaru? 
 
 
3. Apakah setiap anggaran yang diberikan sama setiap tahunnya? Apakah anggaran 
tersebut disesuaikan dengan target kinerja 5 tahun sebelumnya? 
4. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengalokasikan anggaran 
pada program yang telah dibuat? 
5. Apakah keseluruhan anggaran yang digunakan sudah terealisasikan secara 
efektif dan efesien? Serta penggunaan nya dalam bentuk apa saja? 
6.  Bagaimana serapan anggaran yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata selama tahun 2018 dan 2019 dalam merealisasikan program yang 
telah dibuat? 
D. Evaluasi Kinerja 
1. Bagaimana evaluasi kinerja yang dilakukan Dinas Kebudayan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru? Apakah sudah memenuhi Standar OPD di Pekanbaru? 
2. Apa saja hambatan dan kendala dalam melakukan evaluasi kinerja? 
3.  Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengevaluasi perencanaan 
kerja yang telah dibuat ? 
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja organisasi kedepannya? 
E. Capaian Kinerja 
1. Bagaimana tolak ukur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menilai 
keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan? 
2. Bagaimana tingkat pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
berdasarkan Output atas program yang sudah dilaksanakan? 
3. Apakah program kerja yang dibuat telah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 




Pertanyaan Tentang Pemahaman Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
1. Bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang ada pada Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kota Pekanbaru? 
2. Apa saja hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Akuntabilitas 
Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru? 
3. Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam 
meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang masih rendah? 
4. Apakah setiap pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah 
memahami tentang Akuntabilitas Kinerja? 
Jika tidak, seperti apa solusi yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan 
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